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SALINAN

BUPATI KTDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATT'RAN DATRAII KABI'PATEIT IITDIRI

ITOilOR 6 TAHI'N 2015

TENTANG

PERI'BAIIAIT ATAS PIRATI'RAN DATRATI ITOMOR 25 TAIII'N 2OIT TEITTAITG
RETRIBUSI PARNIR DI TEPI JALIIT UMTIIII

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAIIA ESA

BUPATI ITTDIRI,

Menimbang a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang

luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli

Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum;

b. bahwa sesuai perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat

perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2OLL

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun

20ll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 273011'
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarrrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 32A9;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun t999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 385U;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa4l;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas dan

Anglnrtan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O25);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Rrblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor l" 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038h

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALL hntang Pembenhrkan

Perahrran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zOLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl;
10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

L7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL

tentang Pembentukan Perahrran Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199);

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993

tentang Fasilitas Pendulmng kegiatan Lalu Lintas dan angkutan

Jalan;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2074 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2OOO

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2OOO Nomor 1O / Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2OO8

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO8 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OLl Nomor 25, Tambahan I-embaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1O5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAI{TAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN

MenetapKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1O ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 25

Tahun 20lt tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tatrun 2011 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10

(l)Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap kali parkir

ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil bis dan mobil barang dengan JBB >3500 Kg, sebesar

Rp. 2.OOO,-;

b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 Kg,

sebesar Rp. 1.0O0,-;

c. Sepeda motor, sebesar Rp. 5OO,-.

(2)Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Berlangganan

selama satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 3O.OOO,- ;

b. Sepeda Motor sebesar Rp. 15.OOO,- .

(3)Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang hanrs

disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal L4 - 4 - 2015

BT'PATI KEDIRI,

ttd
IIARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 14 - 4 - 2015
SEI(RETARIS DATRAII KABT'PATEIT KTDIRI

ttd
SIIFOYO

LEMBARAIY DATRAII KABTIPATEN KEDIRI TAIIUN 2015 NOMOR 6
NORBG PERATT'RAN DAERAII KABI'PATEIY KEDIRI. PROVIilSI JAITA TIMIIR:
076-612o15 Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. KED!RI

Pembina Utama Madya
NtP. I 95807171986031 018

(



PENJTI"ASAIY
ATAS

PERATURAN DATRAII KABUPA?EN KTDIRI
IYOMOR 5 TAHUIT 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATTIRAN DATRAII ITOMOR 25 TA}IUIT 2011
TENTAtrG RBTRIBUSI PARIIIR DI TEPI JALAN T'MUM

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan

Pendapatan AsIi Daerah yar:g berasal dari sumber retribusi, maka perlu

menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25

Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2olt Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 1OS).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jel,as

TAMBAIIAN LEMBARAN DAERATI I{ABUPATEN KEDIRI NOMOR 136


